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MOTTO 

 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, kecuali 

mereka mengubah keadaan mereka sendiri.” 1  

  

                                                             
1 Tim Al-Qur’an Az- Ziyadah, Al-Qur’anul Karim Dan Terjemahan, QS. Ar- Ra’d : 

11, Surakarta: Az-Ziyadah, hlm. 250 
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RINGKASAN 

 

Kasus tanah Jenggawah adalah kasus yang terjadi di 7 (tujuh) desa di 

Kecamatan Jenggawah oleh karenanya kasus ini disebut dengan tanah Jenggawah. 

Kasus ini berawal dari di-HGU-kannya tanah bekas kolonial Belanda maupun tanah 

partikelir yang telah dikuasai oleh rakyat kepada PTP. XXVII (Sekarang PTPN X) 

pada tahun 1969. Pada masa HGU tersebut kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh 

PTP. XXVII (Sekarang PTPN X)  saat itu, sehingga petani mulai melakukan 

pemberontakan dengan membentuk kelompok perjuangan I pada tahun 1976 dan 

kelompok perjuangan II pada tahun 1993. Sehingga pada 1 Oktober 1998 dicapai 

kesepakatan untuk melepas HGU atas tanah yang dikuasai oleh PTP. XXVII 

(Sekarang PTPN X)  untuk diberikan hak milik kepada para petani dan perjanjian 

kerjasama dengan pola kemitraan antara para petani dan pihak PTP. XXVII 

(Sekarang PTPN X) dengan luas tanah 3.117 Ha. Namun ada hal yang menarik 

didalam sertipikat tanah tersebut, yaitu adanya diktum yang menyebut bahwa : 

“Tanah yang diberikan tersebut dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun hanya boleh 

dipindah tangankan kepada pihak lain. baik sebagian atau seluruhnya setelah 

diperoleh izin dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember” Diktum tersebut 

menunjukan bahwa adanya pembatasan penguasaan tanah yang diberikan kepada 

para petani, sehingga dapat menyebabkan suatu sengketa dikemudian hari yang 

disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat akan arti dari diktum yang terdapat 

dalam sertipikat tersebut.  

Konflik ini berawal dari semua perusahaan-perusahaan milik asing 

dinasionalisasikan termasuk pertanian maupun perkebunan tembakau, salah 

satunya yaitu NV LMOD. Perusahaan-perusahaan asing tersebut kemudian diberi 

HGU baru, kecuali tanah bekas perkebunan yang telah diduduki rakyat secara tetap 

dan telah digarap secara terus-menerus, namun tanah tersebut tetap di-HGU-kan. 

Padahal telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 

11 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Dan Syarat-Syarat Dalam Pemberian 

Hak Guna Usaha Kepada Pengusaha-Pengusaha Swasta bahwa pembagian HGU 

baru atas tanah bekas perkebunan, kecuali tanah yang telah diduduki secara tetap 

oleh rakyat dan tanah yang digarap oleh rakyat secara terus-menerus. Namun, pada 

akhirnya tanah tersebut tetap di-HGU-kan kepada PTP. XXVII (Sekarang PTP. 

XXVII) dengan nomor sertipikat HGU : 32/HGB/BA/69 dan 15/HGU/DA/70. 

Penyebab kedua konflik ini yaitu akan diperpanjangnya masa Hak Guna Usaha 

(HGU) PTP. XXVII (Sekarang PTPN X)  pada tahun 1993 dan 1994 dengan SK 

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 

15/HGU/35.PJ/93 dengan luas 301.9783 Ha dan SK Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 74/HGU/BPN/1994  dengan 

luas 2.815 Ha. Berangkat dari hal tersebut, rumusan penelitian ini adalah Apa akibat 

hukum yang ditimbulkan dari perubahan status tanah Hak Guna Usaha menjadi 
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tanah hak milik di desa Ajung-Gayasan. Bagaimana kekuatan hukum tanah bekas 

hak guna usaha yang telah berubah status haknya. 

 Metode pendekatan masalah yang  digunakan oleh penulis dalam skripsi ini 

adalah pendekatan masalah secara yuridis empiris dalam membahas permasalahan. 

Penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan 

metode berpikir induktif serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses 

induksi dan pengujian kebenaran yang kuat dari narasumber adalah fakta yang 

mutakhir. Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder. Pada analisis bahan hukum, penulisan skripsi ini menggunakan metode 

analisis deduktif yaitu dengan cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai 

dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud 

yang sebenarnya. 

Tinjauan pustaka yang ditulis dalam skripsi ini yaitu mengenai tanah, tanah 

negara, Hak Guna Usaha, Hak Milik, Sertipikat tanah, kasus pertanahan, 

pembaharuan hak, dan akibat hukum, serta kekuatan hukum dari sertipikat tanah. 

Sedangkan di dalam pembahasan skripsi ini, penulis membahas mengenai 

latar belakang perubahan ststus tanah bekas Hak Guna Usaha yang dikuasai oleh 

PTP. XXVII (Sekarang PTPN X), pelepasan hak atas Hak Guna Usaha tersebut, 

Permohonan hak milik atas tanah bekas Hak Guna Usaha tersebut, dan akibat 

hukum dari berubahnya status tanah Hak Guna Usaha menjadi hak milik, serta 

Kekuatan Hukum tanah yang sudah berubah status haknya (dari Hak Guna Usaha 

menjaadi hak milik) 

Kesimpulan dari penulisan ini, yakni : yang pertama, akibat hukum yang 

ditimbulkan dari perubahan status ini adalah Tidak boleh dialihkan kepada orang 

diluar kecamatan tanah itu berada, dan tanah harus dipergunakan untuk pertanian. 

Sehingga penerima tanah tersebut tidak dapat menggunakan tanah tersebut 

sepenuhnya dan sesuai keinginan. Namun Apabila penerima tanah redistrubusi 

tersebut melanggar, maka peralihan hak atas tanah tersebut tidak dapat didaftarkan 

kepada Kantor Pertanahan setempat. Jika tetap dipaksakan maka tanah tersebut 

tidak memiliki kekuatan hukum berupa sertipikat tanah sebagai alat bukti yang sah 

kepemilikan atas tanah tersebut. Yang kedua, mengenai kekuatan hukum dari 

perubahan status tanah tersebut yang wujudkan dengan sertipikat tanah. Sertipikat 

tanah yang diterima oleh para petani Jenggawah merupakan sertipikat yang 

memiliki kekuatan hukum dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah karena 

diberikan kepada para petani sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan keputusan 

yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak dapat dicabut kembali, kecuali ada 

pembatalan dari pengadilan. Hal ini dikarenakan keputusan yang sah selain 

memiliki keutana hukum formil dan hukum materiil akan melahirkan asas praduga 

rechtmatig yang berarti setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau 

administrasi negara dianggap sah menurut hukum. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Tanah dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan salah satu 

sumber daya alam utama, selain mempunyai nilai batiniah yang mendalam bagi 

rakyat Indonesia, juga berfungsi sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan 

Negara dan rakyat yang makin beragam dan meningkat, baik pada tingkat nasional 

maupun dalam hubungannya dengan dunia Internasional.2 

Dalam Konstitusi Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) juga telah dijelaskan bahwa 

semua yang ada di Indonesia baik tanah, air, dan kekayaan alam yang ada 

didalamnya dikuasai oleh negara digunakan untuk menyejahterakan kehidupan 

rakyatanya. Mengingat tanah memiliki arti penting bagi kelangsungan hidup 

masyarakat maka diperlukan pengaturan yang lengkap dalam hal penggunaan, 

pemanfaatan, pemilikan dan perbuatan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut. 

Semua ini bertujuan untuk menghindari terjadinya persengketaan tanah baik yang 

menyangkut pemilikan maupun perbuatan - perbuatan hukum yang dilakukan oleh 

pemiliknya.  

Negara sebagai organisasi yang mewakili seluruh rakyat mempunyai 

kekuasaan penuh untuk mengatur mengusahakan segala sumber daya alam yang 

dimilikinya, selama untuk kesejahteraan rakyatnya. Hal ini diperkuat dengan Pasal 

33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 

Tentang Pokok-pokok Hukum Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2043, yang selanjutnya disebut UUPA). Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi sebagai 

berikut : 

Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat (1) Pasal ini 

memberi wewenang untuk : 

                                                             
2 Boedi Harsono,Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, Jakarta: Universitas 

Trisakti. 2002, Cet.1, hlm 3.f 
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a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan penggunaan 

persediaan dan pemeliharaan bumi air dan ruang angkasa 

tersebut 

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum 

antara orang-orang dengan bumi air dan ruang angkasa 

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum 

antara orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang 

mengenai bumi air dan ruang angkasa 

  

Tanah Negara tersebut dapat diberikan kepada perusahaan-perusahaan  untuk 

dikelola, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta, hal ini sesuai 

dengan isi dari Pasal 4 UUPA.  

Perusahaan perkebunan adalah suatu perusahaan berbentuk badan usaha atau 

badan hukum yang bergerak dalam kegiatan budidaya tanaman perkebunan diatas 

lahan yang dikuasai, dengan tujuan ekonomi atau komersial dan mendapat izin 

usaha dari instansi yang berwenang dalam pemberian izin usaha perkebunan.3 Salah 

satu perusahaan milik Negara yang diberi kewenangan untuk mengelola tanah 

negara dibidang agribisnis perkebunan, yaitu PT. Perkebunan Nusantara (PTPN). 

dengan beberapa komoditas diantaranya: kelapa sawit, tebu, tembakau, karet, kakao 

kopi dan teh. 

Perusahaan Perkebunan Nusantara ini didirikan berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesi Nomor 15 Tanggal 14 Februari Tahun 1996 tentang 

pengalihan bentuk Badan Usaha Milik Negara dari PT Perkebunan (Eks.PTP 19, 

Eks.PTP 21-22 dan Eks.PTP 27) yang dilebur menjadi PT Perkebunan Nusantara 

X (Persero) dan tertuang dalam akte Notaris Harun Kamil, SH Nomor 43 tanggal 

11 Maret 1996 yang mengalami Perubahan kembali sesuai Akta Notaris Sri Eliana 

Tjahjoharto, SH. Nomor 1 tanggal 2 Desember 2011. Pada tanggal 2 Oktober 2014, 

Menteri BUMN Dahlan Iskan meresmikan Holding BUMN Perkebunan yang 

beranggotakan PTPN I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dengan 

PTPN III sebagai induk Holding BUMN Perkebunan. Dasar hukum perubahan PTP. 

XXVII (Sekarang PTPN X)  (Persero) menjadi PTP. XXVII (Sekarang PTPN X)  

adalah Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT Perkebunan 

                                                             
3 Badan Pusat Statik, 2015, Perkebunan, dalam 

https://www.bps.go.id/subject/54/perkebunan.html diakses tanggal 1 April 2019 pukul 8.20 WIB 
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Nusantara X Nomor: PTP. XXVII /RUPS/01/X/2014 dan Nomor : SK-

57/D1.MBU/10/2014 tentang Perubahan Anggaran Dasar.4  

Skripsi ini sendiri menggunakan penelitian studi kasus di Desa Ajung, 

Kecamatan Ajung (sebelumnya Kecamatan Jenggawah). Kecamatan Ajung 

berjarak 14 km (kilometer) dari pusat kota dengan titik koordinat 8.245343°S 

113.653215°E. Kecamatan ini memiliki luas 56,61 Ha terdiri dari 7 (tujuh) desa, 

yaitu : Ajung, Klompangan, Mangaran, Pancakarya, Rowoindah, Sukamakmur, dan 

Wirowongso dengan 77.525 penduduk dengan pusat pemerintahan berada di Desa 

Klompangan.  

Kasus tanah Jenggawah adalah kasus yang terjadi di 7 (tujuh) desa di 

Kecamatan Jenggawah yaitu Ajung, Klompangan, Lengkong, Wirowongso, 

Cangkring, Kaliwining, Jenggawah, oleh karenanya kasus ini disebut dengan kasus 

tanah Jenggawah. Kasus ini berawal dari di-HGU-kannya tanah bekas kolonial 

Belanda maupun tanah partikelir yang telah dikuasai oleh rakyat kepada PTP. 

XXVII (Sekarang PTPN X) pada tahun 1969, padahal telah disebutkan dalam 

Peraturan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 11 Tahun 1962 tentang 

Ketentuan-Ketentuan Dan Syarat-Syarat Dalam Pemberian Hak Guna Usaha 

Kepada Pengusaha-Pengusaha Swasta Nasional (PMPA Nomor 11 Tahun 1962) 

bahwa pembagian HGU baru atas tanah bekas perkebunan, kecuali tanah yang telah 

diduduki secara tetap oleh rakyat dan tanah yang digarap oleh rakyat secara terus-

menerus. Namun, pada akhirnya tanah tersebut tetap di-HGU-kan kepada PTP. 

XXVII (Sekarang PTP. XXVII) dengan nomor sertipikat HGU : 32/HGB/BA/69 

dan 15/HGU/DA/70. 

Pada masa HGU tersebut kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh PTP. XXVII 

(Sekarang PTPN X)  saat itu, sehingga petani mulai melakukan pemberontakan 

dengan membentuk kelompok perjuangan I pada tahun 1976, namun tidak 

menghasilkan keputusan yang berarti. Namun, semangat mereka tidak pernah 

padam, mengingat sertipikat HGU PTP. XXVII (Sekarang PTPN X)  akan berakhir 

pada tahun 1994, mereka kembali membentuk kelompok perjuangan II pada tahun 

                                                             
4 PTPN X,2019,Profil PTPN X, dalam http://ptpn10.co.id/page/profil diakses tanggal 8 

November 2019 pukul 18.50 WIB 
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1993 dengan lebih terstruktur dan terorganisir. Sehingga pada 1 Oktober 1998 

dicapai kesepakatan untuk melepas HGU atas tanah yang dikuasai oleh PTP. 

XXVII (Sekarang PTPN X)  untuk diberikan hak milik kepada para petani dan 

perjanjian kerjasama dengan pola kemitraan antara para petani dan pihak PTP. 

XXVII (Sekarang PTPN X). Sebagaimana Nampak pada table 1.1 Tanah Hak Guna 

Usaha Yang Diberikan Kepada Para Petani dibawah ini: 

 
Tabel 1.1 Tanah Hak Guna Usaha Yang Diberikan Kepada Para Petani 

NO KETERANGAN LUAS 

1.  HGU Nomor  2 Jenggawah            5.542.724  M2 

2.  HGU Nomor  2 Wirowongso      63.000  M2 

3.  HGU Nomor 2 Cangkring 1.911.100  M2 

4.  HGU Nomor 3 Kaliwining 4.772.637  M2 

5.  HGU Nomor 3 Klompangan    795.000  M2 

6.  HGU Nomor 4 Klompangan 3.257.800  M2 

7.  HGU Nomor 5 Lengkong      13.700  M2 

8.  HGU Nomor 6 Lengkong                60.000  M2 

9.  HGU Nomor 7 Lengkong           6.173.500  M2 

10.  HGU Nomor 6 Ajung    625.800  M2 

11.  HGU Nomor 7 Ajung    607.283  M2 

12.  HGU Nomor 8 Ajung    855.000  M2 

13.  HGU Nomor 9 Ajung 1.254.000  M2 

14.  HGU Nomor 10 Ajung 5.238.680  M2 

Sumber :    Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan 

Nasioal Nomor 33-VIII-1999 
 

Pemberian sertipikat atas redistribusi tanah tersebut merupakan bukti yang 

sah bahwa telah diserahkannya penguasaan tanah tersebut kepada para petani 

dengan alas hak milik. Namun ada hal yang menarik didalam sertipikat tanah 

tersebut, yaitu adanya diktum yang menyebut bahwa : 
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“Tanah yang diberikan tersebut dalam jangka waktu 10 

(sepuluh) tahun hanya boleh dipindah tangankan kepada pihak 

lain. baik sebagian atau seluruhnya setelah diperoleh izin dari 

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember” 

 
Diktum tersebut menunjukan bahwa adanya pembatasan penguasaan tanah 

yang diberikan kepada para petani, sehingga dapat menyebabkan suatu sengketa 

dikemudian hari yang disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat akan arti dari 

diktum yang terdapat dalam sertipikat tersebut. Serta ketentuan-ketentuan apa saja 

yang dapat dilakukan jika pemegang hak ingin mengalihkan haknya kepada orang 

lain. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam hal ini penulis tertarik 

untuk menyusun suatu karya tulis berupa skripsi dengan judul “Perubahan Status 

Tanah Hak Guna Usaha Menjadi Hak Milik (Studi Kasus Jenggawah Di Desa 

Ajung-Gayasan Kabupaten Jember)“ 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat 

dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Apa akibat hukum yang ditimbulkan dari perubahan status tanah Hak Guna 

Usaha menjadi tanah hak milik di desa Ajung-Gayasan ? 

2. Bagaimanakah kekuatan hukum tanah Hak Guna Usaha yang telah berubah 

status haknya ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Agar penyusunan skripsi ini memperoleh suatu sasaran yang jelas dan sesuai 

dengan tujuan yang hendak dicapai, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 
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1.3.1 Tujuan Umum  

Terkait dengan rumusan masalah diatas maka tujuan umum yang hendak 

dicapai adalah: 

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat 

akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas 

Jember; 

2. Mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat 

teoritis dengan praktik yang terjadi dilingkungan masyarakat terkait dengan 

perubahan status tanah Negara. 

3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna 

untuk kalangan umum, mahasiswa Fakultas Hukum, dan almamater. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Selain adanya tujuan umum yang ingin dicapai, ada pula tujuan khusus yang 

hendak dicapai pula yaitu : 

1. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari perubahan status tanah 

Hak Guna Usaha yang telah menjadi hak milik. 

2. Untuk mengetahui kekuatan hukum tanah bekas Hak Guna Usaha yang telah 

berubah status hukumnya. 

 

1.4 Metode Penelitian 

1.4.1 Tipe Penelitian 

Penelitian hukum adalah suatu proses guna untuk menemukan aturan hukum 

yang berguna untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Hal ini sesuai 

dengan karakter perspektif dari ilmu hukum.penelitian hukum dilakukan guna 

menghasilkan suatu argumentasi, teori, atau konsep yang baru sebagai preskripsi 

dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.5 

                                                             
5 Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media 

Group, Cet. 6,  hlm. 133. 
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Metode pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini 

adalah pendekatan masalah secara yuridis empiris dalam membahas permasalahan. 

Penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan 

metode berpikir induktif serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses 

induksi dan pengujian kebenaran yang kuat dari narasumber adalah fakta yang 

mutakhir. 

 

1.4.2 Pendekatan Masalah 

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan 

pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek 

mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statute 

approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical 

approach), pendekatan komparatif (comparative approach) dan pendekatan 

konseptual (conseptual approach).6 Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti 

menggunakan beberapa pendekatan yaitu :7 

1. Pendekatan perundang-undang (statute approach). 

Pendekatan perundang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah 

semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum 

yang sedang ditangani. 

2. Pendekatan kasus. 

Pendekatan kasus yaitu pendekatan dengan memahami suatu kejadian dan 

mengumpulkan informasi, kemudian diolah untuk mendapatkan solusi. 

3. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach).  

Pendekatan Konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan 

dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum yang 

berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan 

dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide 

                                                             
6 Ibid, hlm. 133 
 
7 Ibid, hlm. 133 
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yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan 

asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. 

 

1.4.3 Sumber Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, 

artinya mempunyai otoritas. Yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan 

resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan 

hakim.8 Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi 

ini adalah : 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043). 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang 

Pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian. (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2322). 

4. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 40 Tahun Tahun 1996 Tentang 

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Atas Tanah. (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3643) 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 

Pendaftaran Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) 

6. Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasioal Nomor 

33-VIII-1999 tentang Pembatalan Hak Guna Usaha Atas Tanah Perkebunan 

Ajung Gayasan – Jenggawah. 

7. Sertipikat Redistribusi Tanah . 

                                                              

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


9 
 

 
 

8. Perjanjian Kerjasama Berdasarkan Pola Kemitraan Antara PT. Perkebunan 

Nusantara X (Persero) Berkedudukan Di Surabaya Dengan Penerima Hak Milik 

Atas Tanah Perkebunan Ajunggayasan Jenggawah Di Jember Diberikan Hak 

Milik Kepada Para Petani Penggarap. 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum 

termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal. Disamping itu juga, 

kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.9 

 

c. Bahan Non Hukum 

Bahan non hukum adalah sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan 

sekunder. Sumber bahan non hukum dapat berupa internet, ataupun laporan- 

laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai 

relevansi dengan topik penulisan skripsi.10 Bahan non-hukum yang digunakan 

dalam penulisan proposal skripsi ini ialah sumber bacaan dari Jurnal, internet yang 

berkaitan dengan pokok pembahasan.  

 

1.4.4 Analisis Bahan Hukum 

Peter Mahmud Marzuki11 menyatakan bahwa dalam melakukan penelitian 

hukum, dilakukan langkah-langkah : 

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang 

tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak 

dipecahkan; 

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang 

mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum; 

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan 

bahan-bahan yang telah dikumpulkan; 

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab 

isu hukum; dan 

                                                             
9 Ibid, hlm. 195 
 
10 Ibid, hlm. 204 
 
11 Ibid,  hlm. 213 
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5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah 

dibangun di dalam kesimpulan. 

 

Karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat perskriptif dan terapan maka 

sesuai dengan langkah-langkah diatas. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum 

menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam 

melaksanakan aturan hukum.12 Adanya langkah-langkah untuk melakukan 

penelitian hukum, diharapkan dalam penulisan proposal skripsi ini dapat 

memperoleh jawaban yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi, sehingga 

menciptakan karya tulis yang tepat.

                                                             
12 Ibid, hlm 21 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tanah 

Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, hak atas tanah 

adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi 

dua dengan ukuran panjang dan lebar.13Tanah merupakan sebuah komponen 

penting dalam kehidupan manusia. Selain itu, tanah juga memiliki nilai ekonomi 

yang tinggi hal tersebut terlihat dari harga jual tanah yang semakin bertambahnya 

zaman semakin mahal. Semakin mahalnya harga tanah tersebut disebabkan oleh 

semakin meningkatnya jumlah penduduk, sehingga kebutuhan atas tanah tersebut 

semakin meningkat. Sementara disisi lain luas tanah tidak bertambah. Sehingga 

tidak heran jika tanah saat ini dijadikan sebagai objek investasi jangka panjang yang 

sangat menjanjikan.  

Tanah adalah permukaan bumi, yang dalam penggunaannya meliputi juga 

sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan sebagian dari ruang yang ada di 

atasnya dengan pembatasan dalam Pasal 4 UUPA, yaitu: diperlukan untuk 

kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah yang 

bersangkutan dalam batas-batas tertentu dan peraturan-peraturan lain yang lebih 

tinggi.14 Di Indonesia dasar hukum dalam mengatur mengenai kepastian hukum 

yang berkaitan dengan agraria diatur dalam UUPA yang memungkinkan para 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan mudah mengetahui hukum yang berlaku, 

wewenang atas tanah tersebut, kewajiban yang ada atas tanah yang dikuasainya, 

penyebab hapusnya hak yang dimilikinya, serta tata cara peralihan atas tanah 

tersebut.  

 

 

                                                             
13

 Effendi Perangin,Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang 

Praktisi Hukum. Jakarta: Raja Grafindo, 1994, Cet. 4, hlm 17. 
 
14 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang 

Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, Jakarta: Universitas Tri Sakti, 2015, Cet. 2,  Hlm. 262 
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2.2 Tanah Negara 

2.2.1 Pengertian Tanah Negara 

Tanah negara merupakan entitas tanah yang menimbulkan banyak persoalan 

sejak zaman konolial Belanda hingga saat ini. Mulai dari perbedaan pendapat dalam 

menentukan tanah-tanah yang diklasifikasikan sebagai tanah negara, hingga 

otoritas yang berwenang dalam penguasaanya, hal-hal tersebut merupakan 

persoalan yang tak kunjung terselesaikan hingga saat ini. Dalam UUPA pun tidak 

menjelaskan secara pasti mengenai pengertian tentang tanah negara. Beberapa ahli 

juga memiliki perbedaan dalam mengartikan tanah negara itu sendiri.  

Boedi Harsono menyebutkan bahwa tanah negara adalah bidang-bidang tanah 

yang dikuasai langsung oleh negara.15 Boedi Harsono menyatakan bahwa tanah 

yang dikuasai langsung oleh negara diartikan sebagai “ tanah-tanah yang bukan 

tanah hak, bukan tanah wakaf, bukan tanah hak pengelolaan, bukan tanah hak ulayat 

bukan tanah kaum, dan bukan tanah kawasan hutan.”16 Pengertian ini menunjukkan 

bahwa tanah negara memiliki pengertian yang lebih sempit karena tidak meliputi 

tanah-tanah hak yang bersifat privat, dan juga tidak meliputi tanah-tanah adat yang 

bersifat komunal.Dengan demikian pengertian tanah negara sebagai tanah yang 

dikuasai langsung oleh negara merupakan tanah yang tidak dilekati oleh suatu hak. 

Selain itu, Maria S.W. Sumardjono menyebutkan tanah negara adalah tanah 

yang diberikan dengan suatu hak kepada pihak lain, atau tidak dilekati suatu hak, 

yakni hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai, tanah hak 

pengelolaan, tanah ulayat dan tanah wakaf.17 Maria S.W. Sumardjono juga 

menjelaskan mengenai ruang lingkup Tanah Negara, yaitu:18 

1. Tanah yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya; 

2. Tanah tanah yang berakhir jangka waktunya dan tidak 

diperpanjang lagi; 

3. Tanah-tanah yang pemegang haknya meninggal dunia tanpa 

ahli waris; 

4. Tanah-tanah yang ditelantarkan; 

                                                             
15 Julius sembiring, Tanah Negara, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, Cet. 1, hlm. 6. 
 
16 Ibid, hlm. 8 
 
17 Ibid, hlm. 6 
 
18 Ibid, hlm. 14 
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5. Tanah-tanah yang diambil untuk kepentingan umum sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

6. Tanah timbul dan tanah reklamasi; 

7. Kelompok tanah negara sebagai hasil nasionalisasi (UU Nomor 

86 Tahun 1958), UU Nomor 1 Tahun 1958 ( penghapusan 

tanah partikelir), Perpu No 3 Tahun 1960, Penpres No 5 Tahun 

1965, dan Penpres No 6 Tahun 1964. 

 

2.2.2 Syarat-syarat Diberikannya Tanah Negara 

Tanah Negara yang dibagikan kepada masyarakat harus memenuhi syarat-

syarat yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 

Tahun 1961 tentang Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian dalam Pasal 

9 yang berbunyi sebagai berikut : 

 
Untuk mendapatkan pembagian tanah, maka para petani yang 

dimaksudkan dalam Pasal 8 harus memenuhi : 
 
a. Syarat-syarat umum. 

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kecamatan 

tempat bersangkutan dan kuat kerja dalam pertanian. 
 
b. Syarat-syarat khusus. 

1. Bagi petani yang tergolong dalam prioritas a,b,f dan g, yaitu: 

1) Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan. 

2) Buruh tani tetap pada bekas pemilik yang mengerjakan tanah 

yang bersangkutan. 

3) Penggarap tanah-tanah yang oleh Pemerintah diberi 

peruntukan lain (tanah swapraja dan bekas swapraja.) 

4) Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0.5 hektar. 

Mengerjakan tanah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 

tahun berturut turut. 

2. Bagi petani yang tergolong dalam prioritas d (Penggarap yang 

belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan) 

telah mengerjakan tanah dua musim berturut-turut. 

3. Bagi para pekerja yang tergolong dalam prioritas c (Pekerja 

tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan) telah bekerja 

pada bekas pemilik selama 3 tahun berturut-turut. 

 

 

2.3 Hak Guna Usaha 

2.3.1 Pengertian Hak Guna Usaha 

Hak guna usaha berdasarkan Pasal 28 UUPA merupakan hak khusus untuk 

mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri. Tanah tersebut merupakan tanah 
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yang dikuasai langsung oleh negara untuk perusahaan pertanian perikanan atau 

peternakan. Tanah negara yang diberikan adalah tanah yang merupakan kawasan 

hutan yang telah berubah statusnya. Terjadinya hak guna usaha ini merupakan 

kewenangan pemerintah berdasarkan penetapan yang dikeluarkannya, oleh karena 

itu untuk mendapatkan hak ini ada beberapa proses yang harus dilakukan dan 

beberapa syarat yang harus dipenuhi. 

 

2.3.2 Syarat-syarat Memperoleh Hak Guna Usaha 

Hak guna usaha merupakan hak khusus, sehingga tidak semua orang atau 

badan hukum dapat memilikinya. Hal tersebut disebabkan objek hal ini merupakan 

tanah negara dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Oleh 

karena itu, uud sebagai dasar dari hukum agraria mengatur mengenai syarat-syarat 

yang harus dipenuhi oleh seseorang ataupun badan hukum dalam memperoleh hak 

ini, baik dari subjek, objek, waktu yang ditentukan. Syarat-syarat subjek 

memperoleh hak guna usaha diatur dalam Pasal 30 UUPA yang berbunyi sebagai 

berikut: 

(1) Yang dapat mempunyai hak guna usaha ialah : 

a. Warga negara Indonesia; 

b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia. 

(2) Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna usaha dan 

tidak lagi memenuhi syarat sebagai tersebut dalam ayat 1 Pasal 

ini dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau 

mengalihkan itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat.  

 

Ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas juga berlaku pada pihak 

yang memperoleh HGU, apabila usaha yang dilakukannya tidak dilepaskan atau 

dialihkan penguasaannya dalam waktu yang telah ditentukan, maka hak itu hapus 

karena hukum. 

Syarat-syarat subjek, syarat-syarat objek pun juga diatur dalam UUPA Pasal 

28 ayat 2 yang menjelaskan bahwa luas minimal lahan yang diberikan untuk hak 

guna usaha adalah 5 hektar, apabila tanah tersebut luasnya 25 hektar atau lebih 

maka harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik, 

sesuai dengan perubahan zaman. Sedangkan untuk syarat-syarat yang mengatur 
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mengenai jangka waktu berlakunya hak guna usaha ini dapat dilihat dalam Pasal 29 

yang berbunyi sebagai berikut : 

(1) Hak Guna usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun. 

(2) Untuk perusahaan yang memerlukan waktu lebih lama dapat 

diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun. 

(3) Atas permintaan dan mengingat keadaan perusahaan jangka 

waktu yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini dapat 

diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun. 

 

2.3.3 Hapusnya Hak Guna Usaha 

Tanah merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh negara, 

sehingga negara sebagai organisasi pemegang kekuasaan tertinggi mempunyai 

kewenangan mengelola tanah tersebut untuk kesejahteraan rakyatnya. Untuk 

mewujudkan kesejahteraan tersebut melalui kekayaan alam berupa tanah ini, negara 

memberi kesempatan seseorang ataupun badan hukum untuk memperoleh hak guna 

usaha atas tanah negara tersebut. Namun, ada sebab-sebab yang mengakibatkan 

seseorang atau badan hukum kehilangan hak tersebut. Sebagaimana yang diatur 

pada Pasal 34 UUPA, yang berbunyi sebagai berikut : 

Hak guna usaha hapus karena : 

a. Jangka waktunya berakhir. 

b. Dihentikannya sebelum jangka waktu berakhir karena sesuatu 

syarat tidak dipenuhi. 

c. Dilepaskan oleh pemegang hak sebelum jangka waktu berakhir. 

d. Dicabut untuk kepentingan umum. 

e. Diterlantarkan. 

f. Tanahnya musnah. 

g. Ketentuan dalam Pasal 30 ayat 2. 

 

 

 
 
2.4 Hak Milik 

2.4.1 Pengertian Hak Milik 

Hak milik merupakan hak terkuat yang dapat dimiliki seseorang,Berbagai 

macam pengertian yang menjelaskan tentang Hak milik, hak milik atas kepemilikan 

suatu benda tertentu sebagai penegas akan kepemilikan atau asal-muasal benda 

tersebut ada, Hak milik juga dapat digunakan atas kepemilikan lahan atau tanah, 
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dimana sebagai penegas dan status tanah atau lahan yang dimiliki oleh seseorang 

atau badan hukum yang berada di wilayah Indonesia. 

Hak milik diatur di dalam Pasal 20 UUPA, Hak milik merupakan hak turun 

temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh orang atau badan hukum 

atas tanah. Hak milik memiliki fungsi sosial hal tersebut berkaitan dengan sifat hak 

milik yang terkuat dan terpenuh, artinya seorang atau badan hukum yang memiliki 

hak milik bebas melakukan atas lahan tanah yang dimilikinya, wewenang yang 

dapat dilakukan oleh pemegang hak milik antara lain menghibahkan, menjual, 

menyewakan, dan mewariskan. 

“Turun temurun” artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama 

pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya sudah meninggal dunia, maka hak 

miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai 

subjek hak milik. “Terkuat”, artinya hak milik atas tanah lebih kuat bila 

dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu 

tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain dan tidak mudah dihapus. 

“Terpenuh”, artinya hak milik atas tanah member wewenang kepada pemiliknya 

paling luas dibandingkan degan hak atas tanah yang lain, dapat menjdi induk bagi 

hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain, dan 

penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang 

lain.19 

Perusahaan swasta, maupun perusahaan milik negara tidak dapat memiliki 

tanah dengan hak milik. Pengecualian terhadap badan-badan hukum yang telah 

ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 yang pada 

umumnya hanyalah badan hukum seperti bank-bank milik pemerintah.20 

 

2.4.2 Syarat-syarat Hak Milik 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam UUD NRI 1945 Pasal 33 ayat (3), bahwa 

kekayaan alam yang dimiliki oleh negara dikuasai sepenuhnya oleh negara untuk 

                                                             
19 Mulyadi, Tinjauan Hukum Status Penguasaan Tanah Balete Di Daerah Pesisir Danau 

Lapompakka Kabupaten Wajo, (Makasar: FH Universitas Hasanuddin, 2013)  
20 Kartini Muljani dan Gunawan Widjaja, Hak-hak Atas Tanah, Jakarta : Kencana, 

2006, Cet. 2, hlm. 30 
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kepentingan publik. Salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh negara adalah 

tanah atau daratan yang luas. Seiring berkembangnya zaman, semakin 

meningkatnya nilai ekonomi dari tanah, sehingga banyak orang yang berlomba 

untuk mendapatkan sebidang tanah guna investasi jangka panjang mereka. Dengan 

demikian, setiap orang yang ingin memiliki sebidang tanah dengan terkuat yaitu 

milik dapat melihat syarat-syarat yang diperlukan untuk memperoleh hak 

tersebut.Hak milik merupakan hak yang tidak mudah dimiliki, karena ada beberapa 

syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan yang telah diatur dalam UUPA Pasal 21 

yang berbunyi sebagai berikut : 

(1) Hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik 

(2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat 

mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. 

(3) Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini 

memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau 

pencampuran harta karena perkawinan. Demikian pula warga 

Negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah 

Berlakunya undang-undang ini kehilangan 

kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam 

jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau 

hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu 

tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan maka tersebut 

habis karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara dengan 

ketentuan bahwa membebaninya tetap berlangsung. 

(4) Selama seseorang disamping kewarganegaraannya Indonesia 

mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat 

mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku 

ketentuan dalam ayat (3) Pasal ini. 

 

 
 

2.4.3 Terjadinya Hak Milik  

Dalam UUPA Pasal 22 telah dijelaskan mengenai terjadinya hak milik, Pasal 

tersebut berbunyi sebagai berikut : 

(1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan 

peraturan pemerintah. 

(2) Selain menurut cara sebagai berikut yang dimaksud dalam ayat 

(1) Pasal ini hak milik terjadi karena : 

a. Penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang 

ditetapkan dengan peraturan Pemerintah; 
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b. Ketentuan undang-undang. 

 

2.4.4 Hapusnya Hak Milik 

Meskipun Hak milik merupakan hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh, 

ada sebab-sebab yang mengakibatkan hak milik ini terhapus. Hal tersebut tercantum 

dalam UUPA Pasal 27, yang berbunyi sebagai berikut : 

a. Tanahnya jatuh pada Negara: 

1. Karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18; 

2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya; 

3. Karena ditelantarakan; 

4. Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2). 

b. Tanahnya musnah 

 

2.5 Sertipikat Hak Atas Tanah 

2.5.1 Pengertian Sertipikat Hak Atas Tanah  

Sertipikat tanah merupakan alat bukti yang harus dimiliki oleh setiap pemilik 

sebidang tanah, hal ini dikarenakan sertipikat tanah memiliki kekuatan hukum dan 

kepastian hukum yang kuat sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa antara 

perseorangan, badan hukum, maupun Negara. Dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah No 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa : 

“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai 

alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang 

termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut 

sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak 

yang bersangkutan”. 

 

Dataafisik dan dataayuridis pada bukuatanah dijelaskan dalam bentuk daftar 

sedangkan dataafisik dalam surataukur ditampilkan dalam peta dan uraian. 

Sertipikatmyangmdikeluarkan oleh kepala kantor pertanahan ditunjukan untuk 

masyarakat secara umummbaikmobjekmmaupunmsubjeknya. Objeknya adalah 

tanah sedangkan subjeknya adalah orang atau sekumpulan orang atau badan 

hukum. Karena sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat di dalam bukti 

kepemilikan maka sertipikat menjaminakepastianahukum tentang pihak yang 
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menjadi pemegang hak milikjatasjtanah, kepastianjhukumhtentang lokasi tanah, 

batas sertaaluasatanah dan kepastianahukumaatas hakamiliknya. 

Sertipikat tanah akan membuktikan bahwa Seseorang yang memiliki 

sertipikat tanah dapat melakukan apapun terhadap tanah tersebut, selama tidak 

bertentangan dengan hukum yang berlaku. Selain itu, tanah bersertipikat memiliki 

nilai ekonomis yang tinggi, jika digunakan sebagai jaminan hutang. Sehingga 

penting untuk seseorang segera mendaftarkan tanah yang dimilikinya sebagaimana 

ditegaskan dalam UUPA Pasal 19.  

 

2.5.2 Fungsi Sertipikat Hak Atas Tanah 

Hasil akhir dari pendaftaran tanah adalah sertipikat hak atas tanah yang 

mempunyai banyak fungsi bagi pemegangnya, dan fungsi ini tidak dapat digantikan 

dengan benda yang lain. Berikut beberapa fungsi dari sertipikat hak atas tanah, 

yaitu:  

 
1. Sertipikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat, 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA. Seseorang 

atau badan  hukum yang memegang sertipikat hak atas tanah apabila terjadi 

suatau sengketa akan mudah dalam membuktikan kepemilikan atas tanah 

tersebut,  dengan syarat namanya tercantum dalam sertipikat hak atas tanah itu, 

serta dapat membuktikan mengenai luas tanahnya, batas-batasnya, bangunan-

bangunan yang berdiri diatasnya, jenis hak dan beban yang ditanggungan atas 

tanah tersebut. 

2. Sertipikat hak atas tanah memberikan kepercayaan bagi pihak bank atau 

kreditor untuk memberikan pinjaman kepada pemegangnya.  

3. Bagi pemerintah, adanya sertipikat hak atas tanah juga sangat menguntungkan 

walaupun kegunaannya secara tidak langsung. Sertipikat tanah tersebut 

menunjukan bahwa tanah yang bersangkutan telah terdaftar di Kantor 

Pertanahan, dengan data yang lengkap, dan apabila sewaktu-waktu data-data 

tersebut diperlukan dapat dengan mudah ditemukan. Data mengenai tanah ini 

sangat penting untuk perencanaaan kegiatan pembangunan, seperti 
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pengembangan kota, pemasangan pipa-pipa irigasi, kebel telepon, penarikan 

pajak bumi dan bangunan, dan sebagainya.21 

 
Selain manfaat yang telah disebutkan diatas, masih banyak lagi manfaat lain 

dari sertipikat hak atas tanah. Manfaat yang pasti didapatkan yaitu rasa aman dan 

tentram bagi pemegang sertipikat hak atas tanah tersebut, karena segala informasi 

atau data mengenai tanah tersebut dapat dengan mudah diketahui dan bersifat pasti 

serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 

 

2.5.3 Jenis-jenis Sertipikat Hak Atas Tanah 

Proses pendaftaran tanah untuknpertamankalinya dikeluarkan surat tanda 

buktinhak yang berupa sertipikat. Sertipikat menurut Pasal 1 angka 20 Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP Pendaftaran 

Tanah) adalahnsuratitanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19aayat 

(2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik 

atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah tercantum 

dalam buku tanah. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

sertipikat hak atas tanah, yaitu PP Pendaftaran Tanah dan PP Hak Guna Usaha, Hak 

Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah mengenal beberapa jenis sertipikat, 

yaitu :22 

 
1. Sertipikat Hak milik; 

2. Sertipikat hak guna usaha; 

3. Sertipikat hakguna bangunan atas tanah-tanah negara; 

4. Sertipikat hak guna bangunana atas tanah hak pengelolaan; 

5. Sertipikat hak pakai atas tanah negara; 

6. Sertipikat hak pakai atas tanah hak pengelolaan; 

7. Sertipikat hak pengelolaan; 

8. Sertipikat tanah wakaf. 

                                                             
21 Adrian Sutedi, Sertipikat Hak Atas Tanah, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2011, Cet. 1, 

hlm 57  
22 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Cet.2, Jakarta : Kencana, 

2010, hlm. 261. 
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9. Sertipikat hak milik atas satuan rumah susun; 

10. Sertipikat hak tanggungan. 

Selain beberapa sertipikat hak atas tanah yang tellah disebutkan diatas, hak-

hak yang tidak diterbitkan sertipikatnya adalah23 

 
1. Hak guna bangunan atas tanah hak milik; 

2. Hak pakai atas tanah hak milik; 

3. Hak sewa untuk bangunan. 

 

2.6 Kasus Pertanahan 

Seiring berjalannya waktu, jumlah masyarakat kian bertambah. Namun, tidak 

selaras dengan jumlah tanah yang tersedia di muka bumi ini, sehingga 

mengakibatkan bertambahnya kasus-kasus dibidang pertanahan. Dalam Peraturan 

Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan 

disebutkan pengertian dari kasus pertanahan ini, pada Pasal 1 yang berbunyi : 

 
Kasus Pertanahan adalah sengketa, konflik, atau perkara 

pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau 

kebijakan pertanahan. 
 
Sedangkan untuk sengketa tanah atau sengketa adalah 

perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, 

atau lembaga yang tidak berdampak luas. 
 
Untuk pengertian konflik tanah atau konflik adalah perselisihan 

pertamahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, badan 

hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah 

berdampak luas. 
 
Selanjutnya, perkara tanah atau perkara adalah perselisihan 

pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga 

peradilan. 

 

Dengan demikian, kasus pertanahan terdiri dari sengketa, konflik, dan perkara 

yang mempunyai akibat dan penyelesaiannya yang berbeda. Kasus pertanahan yang 

                                                             
23 Ibid, hlm. 262   
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ditulis dalam skripsi ini adalah konflik pertanahan, karena kasus ini memiliki 

kecenderungan berdampak luas. 

 

2.7 Pembaharuan Hak 

Ketika tanah sudah didaftarkan dan seseorang atau badan hukum telah 

memiliki sertipikat atas tanah tersebut, pemegang hak tetap memiliki kewajiban 

untuk tetap melakukan pemeliharaan data seperti yang diatur dalam PP Pendaftaran 

Tanah pada Pasal 36 apabila ada perubahan data fisik maupun data yuridis. Untuk 

HGB, HGU, dan Hak pakai juga memerlukan perpanjangan hak apabila ingin 

menambah jangka waktu berlakunya hak tersebut. Permohonan perpanjangan ini 

dilakukan sebelum jangka waktu berlakunya hak tersebut berakhir. Namun apabila 

jangka waktu telah habis dan tetap ingin menguasai tanah tersebut, maka perlu 

mengajukan pembaharuan hak yang memiliki arti seperti yang disebutkan dalam 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Pasal 1 

Angka 10, bahwa : 

“Pembaharuan Hak adalah pemberian hak atas tanah yang sama 

kepada pemegang hak yang sama yang dapat diajukan setelah 

jangka waktu berlakunya hak yang bersangkutan berakhir” 

 

Dengan demikian, perlu diperhatikan bagi pemilik maupun pemegang hak 

atas tanah untuk selalu melakukan upgrade data apabila ada perubahan data fisik 

maupun data yuridis, serta jangka waktu berlakunya hak yang dikuasai, agar 

mendapatkan sertipikat hak atas tanah yang sesuai dengan kondisi di lapangan. 

 

2.8 Akibat Hukum 

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa 

hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Ada tiga jenis akibat hukum di dalam 

kepustakaan  ilmu hukum, yaitu :24 

                                                             
24 Amaruddin Pabbu, Rahman Syamsuddin, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Mitra 

Wacana Media, 2014, Cet. 1,  hlm. 52 
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a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan 

hukum tertentu. 

Misalnya : Sejak usia 21 tahun, seseorang melahirkan keadaan hukum baru 

yaitu dari tidak cakap dalam bertindak di mata hukum, menjadi cakap dalam 

bertindak 

b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan 

hukum tertentu. 

Misalnya : Ketika pembeli telah melunasi atau membayar suatu barang dan 

penjual telah menyerahkan brang tersebut kepada pembeli,maka hubungan 

lenyaplah hubungan hukum diantara keduanya. 

c. Akibat hukum berupa sanksi yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum 

(perbuatan melawan hukum). 

Misalnya : Seseorang yang melanggar peraturan atau melakukan perbuatan 

kriminal baik dalam bidang hukum pidana maupun hukum perdata akan 

mendapatkan sanksi yang tegas. 

 
Akibat hukum atau implikasi hukum yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah akibat hukum yang ditimbulkan pasca diterbitkannya sertipikat hak atas 

tanah bekas Hak Guna Usaha. 

 

2.9 Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah 

Indonesia merupakan negara hukum, sehingga segala hal yang dilakukan oleh 

rakyartnya harus seuai dengan hukum yang berlaku di negara ini, sama halnya 

dalam bidang pertanahan. Dalam Pasal 19 UUPA menjelaskan bahwa pemerintah 

telah menjamin kepastian hukum sebidang tanah dengan diadakan pendaftaran 

tanah tersebut. Setelah pendaftaran tanah ini, diperolehlah sertipikat tanah yang 

disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

tanah pada Pasal 32 menyebutkan bahwa : 

“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai 

alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang 

termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut 

sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak 

yang bersangkutan”. 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sertipikat tanah mempunyai 

kekuatan hukum yang sah untuk digunakan sebagai alat bukti jika suatu hari nanti 

timbul kasus pertanahan.
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan dalam kaitannya 

dengan pokok perasalahan yang disebutkan, maka daoat ditarik kesmpulan sebagai 

berikut : 

1. Bahwa akibat hukum dari perubahan status tanah HGU menjadi hak milik 

adalah seseorang yang telah mendapatkan tanah dari program ini dapat 

memperbaiki kondisi ekonominya dengan mengusahakan tanah tersebut, 

namun terdapat diktum yang harus ditaati oleh penerima tanah tersebut. 

Sehingga penerima tanah tersebut tidak dapat menggunakan tanah tersebut 

sepenuhnya, karena ada ketentuan yang harus mereka perhatikan. Ketentuan 

tersebut diatur dalam  Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Penguasaan Tanah Pertanian, apabila penerima tanah redistrubusi tersebut 

melanggar, maka peralihan hak atas tanah tersebut tidak dapat didaftarkan 

kepada Kantor Pertanahan setempat. Jika tetap dipaksakan maka tanah tersebut 

tidak memiliki kekuatan hukum berupa sertipikat tanah sebagai alat bukti yang 

sah kepemilikan atas tanah tersebut. 

2. Bahwa dengan adanya perubahan status hak, tanah telah mempunyai kekuatan 

hukum yang sah karena diberikan kepada para petani sesuai dengan peraturan 

yang berlaku, dan keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak dapat 

dicabut kembali, kecuali ada pembatalan dari pengadilan. Hal ini dikarenakan 

keputusan yang sah selain memiliki keutana hukum formil dan hukum materiil 

akan melahirkan asas praduga rechtmatig yang berarti setiap keputusan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah atau administrasi negara dianggap sah menurut 

hukum. Pemerintah Republik Indonesia juga telah menjamin kepastian hukum 

dari sebidang tanah yang dikuasai oleh seseorang dengan mengadakan 

pendaftraran tanah, dari pendaftaran tersebut diterbitkan sertipikat tanah dimana 

yang digunakan sebagai alat bukti yang kuat dan sah, hal tersebut sesuai dengan 
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penjelasan yang disebutkan dalam Pasal 19 UUPA dan Pasal 32 PP Pendaftaran 

Tanah. Sertipikat tanah yang diterima oleh para petani Jenggawah merupakan 

sertipikat yang memiliki kekuatan hukum dan dapat dijadikan sebagai alat bukti 

yang sah . 

 

4.2 Saran 

Mengingat pembahasan yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya, 

skripsi ini yang berjudul “Perubahan Status Tanah Hak Guna Usaha Menjadi Hak 

Milik (Studi Kasus Jenggawah di Desa Ajung-Gayasan, Kabupaten Jember) dapat 

direkomendasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan bahwa ada ketentuan-

ketentuan yang diatur oleh pemerintah untuk dipatuhi. Oleh sebab itu, penulis 

mempunyai beberapa saran kepada seluruh pihak terkait, yaitu : 

  
1. Badan Pertanahan Nasional sebagai organ pemerintahan yang berwenang dalam 

pemberian hak atas tanah dan pendaftarannya sebaiknya melakukan sosialisasi 

mengenai peraturan baru yaitu Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2016 yang 

mengatur tentang pengendalian tanah pertanian. Hal ini dikarenakan penerima 

sertipikat tanah reditribusi sebelumnya maupun yang baru belum tentu dapat 

mengakses dan mengetahui eksistensi peraturan tersebut. Sehingga mereka 

tidak dapat mengetahui ketentuan-ketentuan apa saja yang harus ditaati ketika 

menerima sertipikat tanah dan sanksi yang akan diterima jika melanggar 

peraturan tersebut.   

2. Kepatuhan dan kesadaran hukum dalam rangka untuk melindungi kepentingan 

masyarakat harus ditingkatkan dengan melalui penyuluhan-penyuluhan hukum, 

penyebaran  pamflet yang berkaitan dengan masalah hukum tanah  dengan 

harapan masyarakat yang tadinya buta hukum dapat mengerti dan mengetahui 

hukum khususnya hukum tanah . 
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